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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Tentang PPh 21 Di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bendahara di sebuah instansi yang diteliti 

rata-rata sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ada juga beberapa yang 

merasa kesulitan dalam melaporkan pajak secara online dikarenakan kurangnya 

pengetahuan tentang IT. Penelitian ini juga dilakukan melalui observasi dan juga 

wawancara secara langsung mengenai Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 Di 

Kota Malang. 

 Dalam melakukan pelaporan wajib pajak, serta kepatuhan pajak setiap instansi 

pendidikan memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda satu sama lain. 

Kemampuan bendahara dalam menguasai IT sangat diperlukan dalam mengikuti 

perkembangan di era sekarang ini, dengan pelaporan pajak yang semuanya pajak 

dilaporkan secara online, juga memudahkan bagi bendahara sekolah dalam melaporkan 

pajak setiap tahunnya. Suatu kewajiban pajak yang harus dibayar kepada Negara sesuai 

dengan penghasilan yang didapatkan dan tanpa ada timbal balik. 

Kata Kunci: Wajib Pajak orang pribadi PPh 21, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu pendapatan dalam suatu negara berasal dari pajak. Jika pelaku 

usaha memiliki usaha dan patuh dalam membayar pajak ke Negara, maka 

secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi serta kemajuan dalam 

suatu Negara. Pajak penghasilan orang pribadi pasal 21, atau yang lebih 

dikenal PPh 21, sering dikenal sebagai potongan pajak yang diberlakukan bagi 

pegawai yang memiliki penghasilan yang cukup dalam perhitungan pajak 

sebuah negara. 

 Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-

32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

subjek pajak dalam negara.  

 Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dilakukan agar meningkatkan 

pendapatan dalam suatu negara, sehingga negara yang menetapkan pajak di 

negaranya dapat berkembang bahkan menjadi sebuah negara yang maju dan 

dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Dengan demikian pembayaran 

pajak di suatu negara sangatlah penting. 

 Menurut peraturan dirjen pajak No. PER-16/PJ/2016 pekerjaan yang 

termasuk kedalam kategori subjek pajak:  

 Pegawai tetap dengan penerimaan uang pesangon, pensiun, atau biasa 

disebut uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau sering disebut jaminan 

hari tua, dan juga yang termasuk subjek pajak adalah ahli warisnya, yang 

bukan pegawai atau menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian 

jasa. Ada juga anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang tidak 

merangkap sebagai pegawai tetap dalam sebuah perusahaan yang sama. Dan 

juga mantan pegawai yang masih menerima gaji atau penghasilan berkala. 

 Jumlah penghasilan yang dianggap PTKP berbeda tergantung dari 

banyaknya tanggungan yang dimiliki pekerjaan tersebut: PTKP Wajib Pajak 

orang pribadi adalah Rp. 54.000.000. PTKP bagi wajib pajak sudah menikah 



 
 

mendapatkan tambahan sebesar Rp 4.500.000. PTKP untuk seorang istri yang 

penghasilan secara pajak digabungkan dengan gaji suami sebesar Rp. 

54.000.000. PTKP untuk tanggungan setiap anggota keluarga yang berada di 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya maka tanggungannya paling banyak yaitu 3 (tiga) untuk setiap 

keluarga mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500.000. 

 Sementara itu, konsistensi warga dianggap telah memenuhi hak dan 

komitmennya sesuai pedoman materiil (Damayanti dan Amah 2018). Penting 

lainnya adalah kapasitas dan keinginan untuk mengetahui pedoman biaya. 

Kapasitas dan keinginan ini bergantung pada variabel kontingen yang 

mencakup warga negara (Robiansah et al., 2020) 

 Pajak adalah kontribusi seseorang terhadap kas negara berdasarkan 

undang-undang. Retribusi adalah komitmen individu terhadap penyimpan negara 

secara hukum (yang dapat dilaksanakan) tanpa mendapatkan pemerataan administrasi 

yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum 

(menurut Mardiasmo (2011:23) pengertian warga negara adalah seseorang atau 

unsur-unsur, termasuk warga negara dan pengumpul tugas yang memiliki hak dan 

pengeluaran sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman atau tugas tertentu. 

Menurut penilaian mereka sendiri, warga negara wajib mendaftarkan diri, melakukan 

perkiraan biaya dan melaporkan biaya yang terutang. mendapatkan NPWP 

(Mardiasmo, dalam Supriyati: 2012) 

 Sesuai Indriastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Retribusi adalah angsuran 

wajib yang diberikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Biaya memiliki komitmen yang sangat penting, tanpa biaya hidup di dekatnya 

tidak dapat berjalan dengan baik. 

 Gaji yang menjadi objek penilaian dalam pengaturan ini adalah: Setiap 

kelebihan kemampuan keuangan yang diperoleh atau diperoleh Warga Negara, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

digunakan untuk pemanfaatan atau untuk membangun kekayaan Warga 

Negara bersangkutan, dalam nama dan sebagai apapun. 

 Unsur edukatif sebagai subyek tugas adalah tempat didirikan atau 

berkedudukan di Indonesia, sedangkan bahan ajar atau yayasan akan berakhir 

sebagai subyek biaya apabila bubar atau sampai sekarang tidak berdomisili di 



 
 

Indonesia. . Pada dasarnya setiap tambahan kemampuan keuangan yang 

diperoleh dan diperoleh oleh suatu yayasan pendidikan (lembaga) dimasukkan 

sebagai objek tugas, tetapi ada beberapa kasus khusus untuk uang yang tidak 

terkena pengeluaran pribadi yang merupakan motivasi biaya dari otoritas 

publik, dalam tertentu, antara lain; Sebagai kontras antara biaya pasar dan 

harga pengadaan atau nilai buku sisa pertukaran sumber daya sebagai bantuan 

atau hadiah dan penghargaan yang didapat oleh yayasan pendidikan. 

Penghargaan diperoleh dari lembaga pendidikan Kelimpahan yang diperoleh 

atau diperoleh oleh asosiasi non-manfaat mengambil bagian dalam pelatihan 

atau pekerjaan yang berpotensi inovatif, mendapat kantor biaya sebagai 

pengecualian biaya selama kekayaan tersebut diinvestasikan kembali sebagai 

kantor dan yayasan pendidikan serta karya inovatif yang dilakukan adalah 

terbuka untuk pihak manapun dan memenuhi keadaan tertentu yang berbeda, 

penanaman kembali yang berlebihan tersebut harus dilakukan dalam jangka 

waktu yang paling ekstrim. 4 (empat) tahun sejak kelimpahan (available net 

benefit) diperoleh atau diperoleh. 

 Tuntutan adalah komitmen wajib terhadap Express yang terutang oleh 

orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan 

tidak adanya pemerataan langsung dan untuk alasan Negara bagi individu 

yang berkembang. Sementara itu, konsistensi warga dianggap telah memenuhi 

kebebasan dan komitmennya sesuai pedoman materil (Damayanti dan Amah, 

2018). (Suhendri, dkk, 2021) Menjelang akhir tahun 2019, dunia dihebohkan 

dengan perkembangan infeksi virus Corona yang menyebar begitu cepat 

hingga menyebabkan kematian. Coronavirus telah menyebabkan penurunan 

ekonomi atau bisnis, usaha dan pembayaran publik di hampir seluruh dunia. 

Hal yang sama juga dialami oleh UMKM sebagai komponen wilayah usaha 

Indonesia, meskipun UMKM wilayah pada tahun 1997-1998 dan 2008 telah 

menunjukkan kekuatan usahanya (Hendrik, 2018). UMKM telah diarahkan 

dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2008 tentang pengertian sumber daya 

dan hasil transaksi bersih (Republik Indonesia, 2008). Patut disadari bahwa 

saat ini UMKM merupakan penopang wilayah usaha pemerintah Indonesia 

(Amin, 2020). Signifikansi lain adalah kapasitas dan ingin mengikuti pedoman 



 
 

biaya. Kapasitas dan keinginan ini bergantung pada elemen restriktif yang 

melingkupi warga negara (Robiansah et al., 2020). Strategi pemeriksaan 

pemeriksaan ini menggunakan berbagai uji relaps. Perbedaan mendasar antara 

tinjauan ini dan kedua penelitian tersebut, (1) penelitian ini menganalisis 

keadaan sebelum dan selama pandemi virus corona, (2) wilayah eksplorasi ini 

berada di kota Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang. 

 Salah satu kemajuan yang diterapkan dalam Peraturan HPP untuk 

pembayaran adalah penyesuaian tentang pembayaran yang tersedia, dan tarif 

bea tahunan individu yang akan dilakukan pada tahun 2022. Sejauh 

pembayaran yang tersedia, ada pengurangan pembayaran 5% yang 

diperpanjang. dari pembayaran lengkap Rp.0-Rp. .50 juta sampai Rp. 0-60 

juta. Pengaturan ini memberikan akomodasi kepada Warga Negara Perorangan 

(WP Overpower) yang gajinya tersedia sangat tergantung pada Rp. 60 juta 

melalui pengaturan ulang bea, pada awalnya tergantung pada dua pajak, 

khususnya 5% dan 15% hingga 5%. 

 Di Kota Malang juga terdapat masyarakat yang tidak terkena kewajiban 

individu, misalnya pekerja yang gajinya belum mencapai nilai yang 

sebenarnya yang tidak terkena penilaian individu dengan gaji di bawah Rp. 

4.500.000 sehingga individu tidak tergantung pada pengeluaran individu. Ada 

juga pengeluaran tunggal yang gajinya disimpan langsung oleh pejabat 

keuangan otoritas publik seperti pegawai pemerintah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang PPh 21 

Instansi Pendidikan di Kota Malang. 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang PPh 21 Instansi 

Pendidikan Di Kota Malang 



 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Keuntungan yang diharapkan dalam pemeriksaan ini diisolasi menjadi 

hipotesis dan akal sehat. Untuk memperluas informasi dan kemampuan serta 

pengetahuan dengan membandingkan spekulasi yang dipelajari dan praktik 

nyata 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai Persepsi 

Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap PPh 21 Di Kota Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi akademis  

Bagi akademisi, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi 

tambahan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca sebagai 

salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan 

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap PPh 21 Di Kota Malang.  

b. Manfaat bagi pemerintah 

Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan terutama dalam wajib pajak PPh 21 orang pribadi. 

c. Manfaat bagi Universitas 

sebagai referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini 

sebagaimana mestinya, bagi pihak-pihak di Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi Malang
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